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ABSTRAK: Artikel ini menganalisis bagaimana hukum diterapkan pada praktik
penggunaan jasa endorser untuk produk kecantikan di Kota Parepare serta mengidentifikasi
faktor-faktor penghambat implementasinya. Penelitian ini menggunakan metodologi
normatif-empiris, mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan tinjauan pustaka
sebelum dilakukan analisis kualitatif. Temuan studi ini menunjukkan bahwa penerapan
undang-undang dalam praktik endorsement produk kecantikan di Kota Parepare belum
berjalan optimal karena tidak didukung regulasi teknis di tingkat daerah, keterbatasan
kewenangan aparat, kesenjangan sosialisasi hukum, rendahnya kesadaran hukum endorser,
serta minimnya literasi hukum konsumen dan pelaporan. Penelitian ini merekomendasikan
pembentukan regulasi teknis daerah yang mengatur pengawasan endorsement, perluasan
kewenangan aparat, serta sosialisasi hukum yang menjangkau seluruh pihak dalam rantai
promosi digital.

KATA KUNCI: endorsement produk kecantikan; kesadaran hukum; Kota Parepare;
pelindungan konsumen; regulasi promosi digital.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa
perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis dan
pemasaran. Revolusi digital ini telah mengubah cara perusahaan berkomunikasi dengan
konsumen, dari metode pemasaran konvensional menuju pemasaran digital yang lebih interaktif
dan personal (Kotler et al., 2016). Media sosial sebagai salah satu produk revolusi digital telah
menjadi platform yang sangat efektif untuk mempromosikan produk dan jasa, karena
memungkinkan pelaku usaha menjangkau audiens yang lebih luas dengan biaya yang relatif
lebih rendah dibandingkan media tradisional (Chaffey et al., 2019). Fenomena ini mendorong
pelaku usaha untuk beradaptasi dengan memanfaatkan berbagai strategi pemasaran digital, salah
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satunya melalui penggunaan jasa endorser atau influencer yang memiliki jumlah pengikut
signifikan di media sosial.

Penggunaan jasa endorser sebagai tren nasional juga tercermin dalam pemasaran produk
kecantikan di Kota Parepare, di mana kolaborasi dengan influencer atau selebriti lokal menjadi
strategi penting untuk menjangkau konsumen secara lebih personal dan efektif. Penggunaan
selebgram sebagai endorser dinilai mampu meningkatkan pertumbuhan penjualan serta
membangun citra positif produk di bidang kosmetik. Hal ini didukung oleh pendapat bahwa
promotor produk yang memiliki daya tarik fisik dan kredibilitas tinggi mampu membujuk
konsumen untuk membeli produk yang diiklankan (Lou & Yuan, 2019)

Dalam perspektif ekonomi, aktivitas jual beli merupakan suatu transaksi sukarela antara
dua pihak yang saling bertukar barang atau nilai sesuai dengan kesepakatan (Suhendi, 2014).
Aktivitas ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena digunakan untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik oleh penjual maupun pembeli. Seiring perkembangan
teknologi, praktik jual beli kini tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui
media digital yang melibatkan berbagai pihak, termasuk endorser sebagai perantara promosi.

Selebriti Instagram dengan basis pengikut yang besar dimanfaatkan oleh pelaku usaha
untuk menjalin kerja sama endorsement dalam memasarkan produk kepada khalayak luas
(Kotler & Keller, 2016). Dalam praktiknya, selebriti atau influencer akan menerima produk
secara gratis maupun imbalan tertentu untuk dipromosikan melalui akun media sosial mereka.
Endorsement pada dasarnya merupakan strategi yang sah dalam kegiatan pemasaran, di mana
selebriti sebagai figur publik memiliki kemampuan untuk memengaruhi persepsi konsumen
terhadap suatu produk (Hermanda et al., 2019). Dukungan tersebut dapat menciptakan persepsi
bahwa produk yang digunakan selebriti merupakan pilihan pribadi yang berkualitas, meskipun
dalam kenyataannya sering kali merupakan bagian dari kerja sama komersial berbayar.

Dalam konteks hukum, praktik transaksi elektronik termasuk endorsement diatur dalam
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Regulasi ini menegaskan
bahwa pelaku usaha yang menggunakan sistem elektronik wajib memberikan informasi yang
lengkap dan benar terkait produk yang ditawarkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU ITE.
Ketentuan ini menjadi landasan hukum dalam menjamin transparansi dan kejujuran dalam
transaksi digital, termasuk yang melibatkan endorser sebagai media promosi.

Pemilihan endorser yang tepat menjadi hal yang krusial agar pesan promosi dapat
disampaikan secara akurat dan tidak menyesatkan konsumen. Endorser memiliki kemampuan
untuk menarik perhatian dan memengaruhi keputusan pembelian pengikutnya (Setiawan &
Celia, 2019). Oleh karena itu, praktik endorsement juga harus memperhatikan aspek
perlindungan konsumen, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merevisi Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Regulasi tersebut menekankan pentingnya itikad
baik dalam berbisnis, larangan terhadap iklan yang menyesatkan, serta kewajiban pelaku usaha
untuk memberikan informasi yang jujur, jelas, dan akurat kepada konsumen. Lebih lanjut,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga memberikan landasan hukum
yang lebih kuat dalam mengatur tanggung jawab pelaku usaha dan pihak terkait dalam kegiatan
bisnis digital, termasuk endorsement. Dalam konteks ini, endorser dapat dimintai
pertanggungjawaban apabila terbukti menyampaikan informasi yang tidak benar atau
menyesatkan, terutama jika dilakukan tanpa verifikasi yang memadai terhadap produk yang
dipromosikan. Hal ini menunjukkan bahwa endorsement tidak hanya memiliki dimensi
ekonomi, tetapi juga dimensi hukum yang kompleks.
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Dari sisi ekonomi, penggunaan jasa endorser terbukti memberikan dampak positif
terhadap peningkatan brand awareness, kepercayaan konsumen, serta penjualan produk (De
Veirman et al., 2017). Bagi pelaku usaha kecil dan menengah di Parepare, penggunaan endorser
lokal seperti micro-influencer atau nano-influencer menjadi strategi yang lebih efektif dan
efisien, terutama karena tingkat keterlibatan (engagement) yang lebih tinggi dibandingkan
influencer dengan jumlah pengikut besar (Campbell et al., 2020). Namun demikian,
implementasi ketentuan hukum terkait endorsement di tingkat lokal masih menghadapi berbagai
tantangan. Penegakan hukum sering kali tidak optimal karena keterbatasan sumber daya,
kesulitan pembuktian, serta rendahnya kesadaran konsumen untuk melaporkan kerugian yang
dialami (Novita & Santoso, 2021). Selain itu, karakteristik transaksi digital yang lintas wilayah
juga menimbulkan kompleksitas dalam aspek yurisdiksi hukum.

Di sisi lain, kajian akademis mengenai aspek hukum penggunaan jasa endorser,
khususnya dalam konteks lokal seperti Kota Parepare, masih relatif terbatas. Sebagian besar
penelitian lebih berfokus pada aspek pemasaran dan perilaku konsumen, sementara kajian yang
menghubungkan praktik endorsement dengan regulasi hukum masih minim ( Wahyuni et al.,
2023). Padahal, dengan semakin meningkatnya penggunaan endorser dan potensi kerugian
konsumen, kajian hukum yang komprehensif menjadi sangat penting. Selain itu, belum banyak
penelitian yang secara spesifik mengkaji implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap
praktik endorsement dalam penjualan produk kecantikan. Padahal, regulasi ini membawa
perubahan signifikan dalam sistem perlindungan konsumen di Indonesia. Kesenjangan literasi
ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha, endorser, maupun
konsumen.

Kasus penggunaan celebrity endorser di Surabaya pada periode 2019-2022 menunjukkan
bahwa influencer memiliki pengaruh besar terhadap keputusan pembelian, khususnya pada
generasi Z (Tayl & Silintowe, 2021). Namun demikian, praktik endorsement juga tidak terlepas
dari potensi kerugian konsumen akibat informasi yang menyesatkan, klaim berlebihan, atau
ketidaksesuaian produk dengan yang dijanjikan. Dalam kondisi tersebut, konsumen memiliki
hak atas perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, termasuk hak atas keamanan, kenyamanan, serta informasi
yang benar dan transparan mengenai produk. Oleh karena itu, baik pelaku usaha maupun
endorser memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan
kepada konsumen tidak menyesatkan. Jika terbukti terjadi pelanggaran, maka kedua pihak dapat
dimintai pertanggungjawaban hukum. Hal ini menegaskan pentingnya pengawasan terhadap
praktik endorsement, khususnya pada produk yang berisiko seperti produk kecantikan.

Dalam konteks Kota Parepare, penelitian mengenai praktik endorsement menjadi semakin
penting mengingat karakteristik pasar lokal yang memiliki dinamika tersendiri. Perbedaan
dalam struktur pasar, perilaku konsumen, serta tingkat literasi digital dapat memengaruhi
efektivitas dan implementasi regulasi endorsement (Agustina, 2022). Oleh karena itu, penelitian
ini menjadi relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih kontekstual terkait praktik
endorsement di daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan jasa
endorser dalam pemasaran produk kecantikan di Kota Parepare dalam perspektif penerapan
hukum, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun
praktis dalam memahami dinamika endorsement di era digital.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu menggabungkan analisis
terhadap peraturan perundang-undangan dengan data empiris di lapangan untuk melihat
kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik yang terjadi. Penelitian dilakukan di Kota
Parepare dengan objek kajian praktik penggunaan jasa endorser dalam penjualan produk
kecantikan, khususnya ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka, wawancara, dan observasi
lapangan. Wawancara dilakukan dengan pihak terkait seperti staf instansi pemerintah, pelaku
usaha, dan konsumen. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer (hasil wawancara dan
observasi), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan terkait),
serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Data yang diperoleh dianalisis
secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan
verifikasi, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik
endorsement dalam perspektif hukum.

HASIL & PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Terhadap Praktik Penggunaan Jasa FEndorser pada Produk
Kecantikan di Kota Parepare

Penggunaan jasa endorser dalam pemasaran produk kecantikan di Kota Parepare telah
berkembang pesat seiring meningkatnya penggunaan media sosial seperti Instagram dan TikTok
di kalangan masyarakat. Endorser atau influencer berperan sebagai perantara informasi antara
pelaku usaha dan konsumen dengan pendekatan yang lebih personal dan menarik, sehingga
mampu memengaruhi keputusan pembelian secara signifikan. Di satu sisi, fenomena ini
memberikan keuntungan ekonomi yang besar bagi pelaku usaha dan endorser, namun di sisi
lain menimbulkan persoalan hukum, terutama karena batas antara informasi yang benar dan
klaim berlebihan sering kali menjadi kabur dalam praktik promosi digital (UU, 1999).

Permasalahan hukum tersebut semakin kompleks karena belum adanya regulasi tunggal
yang secara khusus mengatur praktik endorsement produk kecantikan di Indonesia. Oleh karena
itu, penerapan hukum masih bergantung pada sinergi beberapa peraturan, yaitu Undang-Undang
Nomor 8§ Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Satory, 2022). UUPK menjadi landasan utama dalam
menjamin hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, UU ITE mengatur tanggung jawab atas
informasi dalam ruang digital, sedangkan UU Cipta Kerja memberikan dasar legalitas usaha.
Ketiga regulasi ini harus diterapkan secara terintegrasi agar perlindungan hukum terhadap
konsumen dapat berjalan secara efektif.

Dalam praktiknya, penerapan UUPK di Kota Parepare telah didukung oleh sistem
perizinan usaha melalui DPMPTSP. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait
disebutkan bahwa: “Sebagai identitas usaha dan izin usaha yang sah, setiap pelaku usaha wajib
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memiliki Nomor Identifikasi Usaha (NIB) diawasi melalui sistem pendataan yang kami kelola
(AM, Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP, 2026).”

Data menunjukkan bahwa lebih dari 600 usaha di bidang kosmetik telah terdaftar dalam
sistem perizinan. Keberadaan Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi penting sebagai alat
identifikasi dan pengawasan pelaku usaha oleh negara (Sutedi, 2011). Namun demikian,
kepemilikan NIB hanya sebatas pemenuhan administratif dan belum menjamin bahwa praktik
promosi, termasuk melalui jasa endorser, telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Kepatuhan substantif terhadap kejujuran informasi produk tetap menjadi kewajiban utama
pelaku usaha (Celina, 2011).

Dari sisi pengawasan digital, penerapan UU ITE dilakukan melalui monitoring dan
koordinasi antarinstansi. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam wawancara berikut:“Kami
melakukan monitoring di lapangan dan menindaklanjuti laporan masyarakat melalui koordinasi
dengan Dinas Kesehatan dan BPOM (AA, Penyuluhan Pendustrian Perdagangan, 2026).”

Pengawasan ini dilakukan melalui pemantauan langsung serta tindak lanjut laporan
masyarakat dengan melibatkan berbagai instansi terkait (Makarim, 2004). Namun, pengawasan
tersebut umumnya hanya menjangkau pelaku usaha yang terdaftar secara resmi, sementara
aktivitas promosi oleh endorser sebagai individu belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem
pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan UU ITE terhadap praktik endorsement di
daerah belum berjalan optimal (Soekanto, 2012).

Dalam praktik bisnis, pelaku usaha telah berupaya mengatur hubungan dengan endorser
melalui perjanjian tertulis. Hal ini terlihat dari hasil wawancara berikut:“Kami sudah membuat
perjanjian tertulis dengan endorser, namun belum pernah mendapat penjelasan dari instansi
manapun tentang regulasi endorser (A, Owner Toko Kosmetik Blackpink Shop, 2026).”

Perjanjian tersebut menunjukkan adanya upaya membangun kepastian hukum dalam
hubungan kerja sama (Hernoko, 2010). Namun, perjanjian ini hanya mengatur aspek hukum
privat dan belum mencakup kewajiban publik terkait perlindungan konsumen. Kurangnya
sosialisasi regulasi menyebabkan pelaku usaha belum memahami sepenuhnya kewajiban hukum
dalam memastikan kebenaran informasi produk yang dipromosikan (Nurfitrah et al., 2025).

Di sisi lain, rendahnya pemahaman hukum juga terjadi pada endorser. Hal ini tercermin
dari pernyataan berikut:“Saya tidak terlalu paham aturan hukumnya dan tidak mengecek izin
BPOM secara mandiri, karena saya percaya saja pada brand (T, Endorser, 2026).”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa endorser cenderung tidak melakukan verifikasi
terhadap produk yang dipromosikan dan hanya bergantung pada informasi dari pelaku usaha.
Padahal, secara normatif, endorser dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha jasa apabila
menerima imbalan atas aktivitas promosi, sehingga memiliki tanggung jawab hukum terhadap
informasi yang disampaikan (Ahmadi & Sutarman, 2017). Namun, karena belum adanya
kejelasan status hukum endorser, pertanggungjawaban mereka masih berada dalam wilayah
interpretasi.

Kondisi ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa pemilihan endorser lebih didasarkan
pada jumlah pengikut dibandingkan kompetensi atau pemahaman hukum. Sebagaimana
diungkapkan: “Mungkin mereka tergoda untuk mempercayai saya karena saya memiliki banyak
pengikut di Instagram (T, Endorser, 2026).”

Hal ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran lebih menekankan aspek jangkauan
promosi dibandingkan aspek legalitas dan akurasi informasi (Ahmadi & Suratman, 2017).
Akibatnya, risiko penyebaran informasi yang tidak akurat menjadi semakin besar, terutama
karena endorser tidak menyadari tanggung jawab hukum yang melekat pada aktivitasnya
(Situmeang, 2021).
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Dampak dari kondisi tersebut paling dirasakan oleh konsumen. Berdasarkan hasil
wawancara: “Saya tidak tahu cara cek izin BPOM dan tidak tahu hak-hak saya jika produk tidak
sesuai klaim dan sebelumnya saya pernah membeli produk perawatan kulit dari seorang
endorser yang sangat menarik. Saya tertarik dengan produk tersebut karena diklaim tidak
menimbulkan ketergantungan (SR, 2026).”

Pernyataan ini menunjukkan rendahnya literasi konsumen serta kuatnya pengaruh
endorser dalam membentuk keputusan pembelian. Klaim seperti “tidak menimbulkan
ketergantungan™ seharusnya dapat diverifikasi kebenarannya sesuai dengan ketentuan UUPK
(Zulham, 2013). Namun, dalam praktiknya, konsumen cenderung menerima informasi tersebut
tanpa verifikasi, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma
hukum dan praktik di lapangan. Pelak\u usaha memilih endorser berdasarkan popularitas,
endorser mempromosikan produk tanpa verifikasi, dan konsumen menerima informasi tanpa
kemampuan untuk mengecek kebenarannya. Kondisi ini menyebabkan perlindungan konsumen
yang diatur dalam UUPK belum berjalan secara efektif (Shidarta, 2006).

Kesenjangan ini menegaskan perlunya upaya yang lebih komprehensif, baik melalui
penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, maupun edukasi kepada pelaku usaha, endorser,
dan konsumen. Tanpa pemberdayaan yang sistematis, jaminan hukum yang telah diatur dalam
peraturan perundang-undangan hanya akan bersifat normatif dan belum mampu memberikan
perlindungan nyata bagi masyarakat (Nasution, 2007).

Faktor-Faktor Penghambat dalam Implementasi Hukum Penggunaan Jasa Endorser di
Kota Parepare

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi hukum penggunaan jasa endorser di Kota
Parepare menunjukkan adanya berbagai hambatan yang bersifat sistemik dan saling berkaitan.
Temuan ini sejalan dengan kerangka teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang
menyatakan bahwa sistem hukum terbagi menjadi tiga komponen utama, yaitu struktur hukum,
substansi hukum, dan budaya hukum. Agar sistem hukum dapat beroperasi secara efisien, ketiga
elemen tersebut harus bekerja sama (Friedman, 1975). Selain itu, Soerjono Soekanto juga
mengemukakan bahwa hukum itu sendiri, penegakan hukum, fasilitas, masyarakat, dan unsur-
unsur budaya merupakan lima aspek yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum di
lapangan (Soekanto, 2012).

Kedua kerangka teori tersebut relevan dalam membedah permasalahan implementasi
hukum penggunaan jasa endorser di Kota Parepare, karena lemahnya penerapan hukum yang
ditemukan tidak hanya disebabkan oleh ketiadaan regulasi, tetapi juga oleh adanya hambatan
yang terjadi secara bersamaan pada ketiga komponen sistem hukum Friedman. Substansi
regulasi yang belum mengatur endorsement secara teknis, keterbatasan struktur aparat, serta
rendahnya budaya hukum masyarakat menjadi faktor yang saling memperkuat satu sama lain.
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, terdapat lima faktor utama yang menghambat
implementasi peraturan perundang-undangan terkait penggunaan jasa endorsement untuk
kosmetik di Kota Parepare.

Pertama, faktor kelemahan substansi regulasi di tingkat daerah menunjukkan bahwa
aturan hukum yang ada belum cukup spesifik untuk menjadi pedoman bagi aparat maupun
masyarakat. Dalam perspektif teori Friedman, substansi hukum mencakup seluruh aturan,
kebiasaan, dan pola perilaku yang dibentuk dalam sistem hukum. Namun, UUPK, UU ITE, dan
UU Cipta Kerja masih bersifat umum dan belum dilengkapi aturan teknis yang mengatur
pengawasan praktik endorsement secara spesifik di tingkat daerah. Kondisi ini berdampak pada
rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban hukumnya. Hal ini sebagaimana

360



Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum
Vol. 6, No. 2, July 2026, 355-365

disampaikan oleh pihak DPMPTSP Kota Parepare: “Hambatan dalam memastikan pelaku usaha
mematuhi regulasi yaitu pelaku usaha sering menggunakan jasa orang lain dalam mengurus
perizinan, sehingga mereka tidak mengetahui bahwa ada kewajiban yang harus dilaporkan (AM,
Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP, 2026).”

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa proses perizinan tidak lagi berfungsi sebagai sarana
edukasi hukum bagi pelaku usaha, karena keterlibatan langsung pelaku usaha dalam proses
tersebut menjadi minim. Akibatnya, kewajiban substantif yang melekat pada izin usaha,
termasuk terkait kebenaran informasi dalam kegiatan promosi melalui jasa endorser, tidak
daerah, sebagaimana diungkapkan oleh Dinas Perdagangan Kota Parepare: “Kami hanya
memiliki kewenangan yang sempit karena kewenangan kami hanya di tingkat kabupaten/kota
(AA, Penyuluh Pendustrian Perdagangan, 2026).” Hal ini menegaskan bahwa kelemahan
substansi regulasi tidak hanya berdampak pada pelaku usaha, tetapi juga pada aparat yang tidak
memiliki pijakan hukum yang cukup untuk bertindak secara efektif (Jimly & Ali, 2012).

Kedua, faktor keterbatasan kewenangan aparat di tingkat kabupaten/kota menunjukkan
adanya hambatan pada aspek struktur hukum. Dalam kerangka Friedman, struktur hukum
mencakup lembaga dan aparat yang menjalankan hukum dalam praktik. Namun, keterbatasan
kewenangan aparat menyebabkan hukum tidak dapat diterapkan secara optimal. Hal ini terlihat
dari mekanisme penanganan pelaku usaha tanpa izin yang lebih bersifat administratif daripada
represif, sebagaimana diungkapkan: “Penanganan terhadap pelaku usaha yang beroperasi tanpa
izin dilakukan oleh tim teknis atau kesehatan yang turun ke lapangan, jika pelaku usaha tidak
memiliki izin maka mereka diarahkan untuk membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) (AM,
Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP, 2026).”

Kondisi ini menunjukkan bahwa aparat tidak memiliki kewenangan untuk memberikan
sanksi langsung, sehingga pengawasan terhadap substansi promosi, termasuk praktik
endorsement, tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Dampaknya, pelaku usaha bebas
menentukan kriteria endorser tanpa mempertimbangkan aspek hukum, sebagaimana
diungkapkan oleh pelaku usaha: “Saya hanya menginstruksikan staf saya untuk mencari orang
kulit putih yang memiliki banyak pengikut dan menarik (A, Owner Toko Kosmetik Blackpink
Shop, 2026).” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik pemilihan endorser sepenuhnya
didasarkan pada pertimbangan bisnis dan estetika, tanpa memperhatikan aspek legalitas dan
tanggung jawab hukum (Harianto, 2010).

Ketiga, faktor kesenjangan sosialisasi hukum kepada pelaku usaha dan endorser
menunjukkan adanya kelemahan pada aspek budaya hukum. Minimnya sosialisasi
menyebabkan pelaku usaha dan endorser tidak memahami kewajiban hukum yang melekat pada
aktivitas promosi digital. Dalam praktiknya, mereka menjalankan kegiatan promosi berdasarkan
kebiasaan dan kepentingan bisnis semata. Hal ini terlihat dari pemahaman endorser terhadap
perannya: “Tanggung jawab saya hanyalah mengiklankan barang dan meyakinkan orang lain
bahwa barang tersebut benar-benar sangat bagus (A, Endorser, 2026).” Kutipan tersebut
menunjukkan bahwa endorser tidak menyadari adanya tanggung jawab hukum dalam
menyampaikan informasi produk kepada konsumen. Akibatnya, terjadi kepatuhan semu, di
mana aktivitas promosi tetap berjalan, tetapi tanpa memenuhi standar hukum yang berlaku
(Susanto, 2008; Soekanto, 2012).

Keempat, faktor rendahnya kesadaran hukum endorser memperlihatkan bahwa meskipun
aturan hukum telah ada, pemahaman terhadap aturan tersebut masih sangat terbatas. Regulasi
yang belum mengatur secara spesifik kedudukan hukum endorser menyebabkan ketidakjelasan
tanggung jawab dalam praktik promosi. Hal ini berpotensi merugikan konsumen sebagai pihak
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yang paling rentan (Miru & Suratman, 2017; Soekanto, 2012). Namun demikian, ditemukan
adanya kesadaran moral yang berkembang secara alami dari pengalaman praktik, sebagaimana
diungkapkan oleh endorser: “Awalnya, saya hanya mengiklankan produk tersebut tanpa
menggunakannya, tetapi teman saya meminta saya untuk melakukannya hanya jika saya telah
menggunakannya dan dapat secara pribadi membuktikan keunggulannya. Setelah itu, saya baik-
baik saja, dan ketika kami mengiklankan produk berdasarkan penggunaan kami, hasilnya
tampak sangat berbeda, lebih personal dibandingkan hanya beriklan tanpa benar-benar
menggunakan barangnya, seolah-olah kita menipu pemirsa, karena pertanyaan pelanggan seperti
"Kak, apakah ini benar atau tidak" juga sering kami terima (A, Endorser, 2026).”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya kejujuran dalam promosi
sebenarnya telah muncul, namun belum terintegrasi dengan pemahaman hukum yang
komprehensif (Arsawati & Ida, 2021).

Kelima, faktor rendahnya literasi hukum konsumen dan minimnya pelaporan menjadi
hambatan yang memperkuat siklus permasalahan. Ketidaktahuan konsumen terhadap hak-
haknya menyebabkan rendahnya tingkat pelaporan atas kerugian yang dialami, sebagaimana
dinyatakan: “Saya tidak melapor meskipun pernah dirugikan karena tidak tahu harus ke mana
(NI, Konsumen, 2026).”

Secara keseluruhan, hasil pembahasan menunjukkan bahwa hambatan implementasi
hukum penggunaan jasa endorser di Kota Parepare membentuk suatu siklus yang saling
berkaitan, mulai dari kelemahan regulasi, keterbatasan kewenangan aparat, minimnya
sosialisasi, rendahnya kesadaran hukum endorser, hingga rendahnya literasi konsumen. Siklus
ini hanya dapat diputus melalui intervensi yang menyentuh ketiga komponen sistem hukum
secara simultan, yaitu penguatan substansi regulasi, peningkatan kewenangan struktur aparat,
serta penguatan budaya hukum melalui sosialisasi yang berkelanjutan. Tanpa intervensi yang
terpadu, hambatan yang ada akan terus berulang dan menghambat efektivitas penegakan hukum
(Budhijanto, 2017; Anwar & Adang, 2013).

PENUTUP

Penerapan hukum terhadap praktik penggunaan jasa endorsement untuk produk
kecantikan di Kota Parepare belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan belum adanya
regulasi daerah yang secara khusus mengatur pengawasan praktik endorsement. Selain itu,
masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap tanggung jawab hukumnya, minimnya
kesadaran endorser akan kewajiban hukumnya, serta rendahnya literasi hukum konsumen dalam
mengenali dan mempertahankan hak-haknya. Implementasi hukum juga menghadapi lima
hambatan utama yang saling berkaitan dan membentuk sistem hambatan yang bersifat siklikal
berdasarkan teori Friedman dan Soeckanto, yaitu kelemahan substansi regulasi daerah,
keterbatasan kewenangan aparat, kesenjangan sosialisasi hukum kepada pelaku usaha dan
endorser, rendahnya kesadaran hukum endorser, serta minimnya literasi hukum konsumen dan
pelaporan yang mengakibatkan tidak adanya tekanan untuk mendorong perbaikan regulasi.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa
Pemerintah Daerah Kota Parepare perlu menyusun regulasi teknis yang mengatur pengawasan
endorsement secara spesifik, termasuk penetapan status hukum endorser agar tidak terjadi
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kekosongan tanggung jawab, disertai program sosialisasi yang secara khusus menjangkau
endorser sebagai pihak yang selama ini belum tercakup dalam pengawasan instansi mana pun.
DPMPTSP perlu memastikan pelaku usaha hadir langsung saat pengurusan Nomor Induk
Berusaha (NIB) agar proses perizinan dapat menjalankan fungsi edukatifnya, sedangkan Dinas
Perdagangan perlu didorong memiliki kewenangan penindakan di tingkat kabupaten/kota.
Pelaku usaha perlu memastikan perjanjian dengan endorser memuat klausul mengenai
kebenaran informasi serta data izin BPOM yang lengkap, mengingat pelaku usaha bertanggung
jawab atas seluruh dampak dari informasi promosi yang disebarluaskan berdasarkan Pasal 20
UUPK. Endorser perlu menyadari bahwa penggunaan produk sebelum mempromosikannya
bukan hanya merupakan kesadaran moral, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab hukum,
serta bahwa terdapat korelasi yang jelas antara jumlah pengikut dan tingkat tanggung jawab.
Konsumen perlu memahami hak-hak yang dijamin dalam Pasal 4 UUPK, membiasakan
memeriksa izin edar BPOM secara mandiri, serta bersikap kritis terhadap klaim endorser
sebelum membeli produk. Konsumen yang pernah dirugikan juga didorong untuk
memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui BPSK sesuai Pasal 45 ayat (1)
UUPK, karena setiap laporan yang disampaikan dapat menjadi titik awal untuk memutus siklus
hambatan yang selama ini terus berulang.
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